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Abstract: This research highlights the discourse of Islamic fundamentalism as a
political ideology of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) and various problems arising
concerning with PKS which is frequently seen as a new phenomenon in the political
circumstance in Indonesia. The party, which was historically assumed by many
people as the continuity of Masyumi and highly influenced by the worldview and
ideology of the Muslim Brotherhood’ struggle (Ikhwanul Muslimin), is often
considered to be exclusive, intolerant, and extremely eager to enforce the Islamic law.
It, therefore, is unsurprisingly if the party is presumably regarded to have a hidden
agenda to replace Pancasila ideology and takes Islam as the ideology of nation. The
type of the research is a qualitative research which is viewed from the discourse
analysis theory and accomplished with four approaches, namely the socio-historical,
theological, and political approach. The research is also supported by documentation,
interview, and observation. This dissertation will focus on some important points: (1)
How is the prominent figures’ viewpoint of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) to
fundamentalism as an ism and movement which is originated from the Western
tradition? How is the prominent figures’ understanding of PKS within the spirit of
Islamic fundamentalism in the context of political ideology of the party? And (3)
How do the prominent figures of PKS view and understand the other parties’
ideology?
Keywords: Islamic fundamentalism, political ideology, and PKS.
A. Latar Belakang
Secara teoritis, Islam politik menganut pemikiran bahwa Islam dan politik
terkait secara organik atau tidak dapat dipisahkan. Keduanya terikat secara struktural
oleh sistem religius Islam yang formal. Asumsi dari pandangan ini ialah bahwa Islam
memuat intisari ajaran di>n (agama) dan dawlah (negara) sekaligus. Berbagai
kesimpulan pemikiran tersebut kemudian melahirkan keyakinan bahwa Islam memuat
cara hidup yang lengkap (shumu>l/totaliter), bukan sekedar agama atau keyakinan.
Lebih dari itu Islam adalah sumber rujukan, cetak biru atas hukum, sistem, tata sosial
dan tertib masyarakat. Sebuah doktrin totalitas yang menawarkan pemecahan terhadap
semua masalah kehidupan. Islam kemudian menjadi niscaya untuk dipakai sebagai
dasar mengatur negara. Karenanya, negara Islam, partai Islam dan unsur-unsur formal
lain pembentuk batang tubuh politik Islam, menjadi sangat penting untuk diwujudkan.
Gagasan atau ciri-ciri politik lain yang tidak ada jalinan formalnya dengan Islam pun
harus dilihat sebagai non-Islam. Berangkat dari pandangan teologis di atas, di Indonesia
spektrum pemikiran dengan tesis Islam organik tersebut sedikit banyak telah
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Djakarta adalah salah satu contoh konkret upaya formalisasi agama (Islam) dalam
negara. Dalam perspektif intelektual Muslim, setidaknya ada tiga tipologi pemikiran
dalam menjelaskan hubungan Islam dan negara.
Pertama, mereka yang menganggap bahwa Islam tidak mengemukakan suatu
pola baku tentang teori atau sistem politik. Dengan kata lain, kelompok ini berpendapat
bahwa Islam tidak mengatur tata cara pengaturan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Meskipun dalam al-Qur’an ditemui ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan
politik, ayat-ayat tersebut hanya bersifat insidental, kondisional dan bukan ayat
landasan politik. Kedua, tipologi pemikiran kedua ini berpendapat, kendati Islam tidak
merujuk pada sistem politik tertentu, namun dalam Islam terdapat prinsip-prinsip
moral-etis (moral ethics) sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sepanjang pelaksanaan negara menjalankan nilai-nilai seperti; keadilan, kebebasan,
syura dan supremasi hukum, sistem pemerintahan ini dapat disebut sebagai negara
yang Islami. Ketiga, kelompok yang berpendapat, tidak ada pemisahan urusan dunia
dengan urusan akhirat. Islam telah mengatur segala aturan kehidupan manusia termasuk
sistem politik. Oleh karena itu, masalah kenegaraan diatur secara tuntas dalam Islam
dan menjelma, dalam sejarah, menjadi sebuah sistem kekhalifahan.
Sebagai pengejawantahan dari cita-cita tipologi yang ketiga di atas, pada
tanggal 20 Juli 1998, partai PKS (dengan nama awal PK) ini resmi berdiri dan
mengangkat Nurmahmudi Ismail sebagai Presiden atau ketua partai. PKS adalah
sebuah gerakan keagamaan yang kemudian mejadi partai politik dengan ideologi khas
yang disemai oleh islamisme lokal (DDII) dan disempurnakan oleh revivalisme timur
tengah Ikhwanul Muslimin (IM). PKS yang mejadi lahan subur bagi perkembangan
ideologi Islam, banyak diwarnahi oleh pola pikir IM. Pada tahun 1980-an beberapa
aktifis PK yang belajar di timur tengah, mereka secara aktif dalam upaya membangun
dan menyempurnakan ideologi PKS menjadi ideologi yang benar-benar mengadopsi
IM mulai dari pandagan hidup Islami sampai sistem kaderisasi. Ideologi dan manhaj
dakwah IM boleh dikatakan sama dengan PKS. PKS dan IM sama-sama menganggap
bahwa Islam sebagai sebuah ideologi yang sempurna (shumu>liyyah al-Isla>m) yang
mengatur seluruh aspek kehidupan. Manhaj dakwah PKS pun sama dengan IM. PKS
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shakhsiyyah al-Isla>miyyah), dan memilih dakwah yang bersifat gradual.
Capaian yang cukup mengejutkan terlihat pada hasil pemilu tahun 1999 dengan
perolehan suara mencapai 37, 4 persen, 32, 50 persen pada tahun 2004, dan 29, 16
persen pada pemilu tahun 2009. Meskipun perolehan suara PKS pada tiga kali pemilu
menunjukkan angka yang semakin menurun, tetapi sebuah capaian yang gemilang bagi
sebuah partai yang masih relatif cukup muda yang pastinya membuat kekhawatiran
para politikus partai lain khususnya yang berhaluan nasinalis. Semakin maraknya
fenomena fundamentalisme Islam sebagai ideologi politik kelihatannya menjadi
ancaman yang serius dan tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah suhu
politik yang semakin memanas, yang telah sepakat menjadikan pancasila sebagai
ideologi berbangsa, bernegara dan termasuk berpolitik.
Bermula dari berbagai perbincangan seputar PKS di atas, antara pro dan kontra
dan untuk mendapatkan gambaran yang objektif proporsional maka penelitian ini akan
menfokuskan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana
pandangan tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap fundamentalisme sebagai
sebuah paham dan model gerakan yang bermula dari tradisi Barat? (2) Bagaimana
tokoh PKS memahami semangat fundamentalisme Islam dalam konteks ideologi politik
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Dan (3) Bagaimana tokoh Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) memahami ideologi partai lain?
Untuk mendapatkan hasil penelitian dan jawaban yang akurat dan komprehensif
seputar tema dan ketiga permasalahan di atas, maka penelitian ini akan dibahas dalam
perspektif teori Course Analysis (analisis wacana) dengan menggunakan empat
pendekatan, yaitu, pendekatan sosio-historis, pendekatan teologis, pendekatan sosial,
dan pendekatan politik.
B. Relasi Fundamentalisme dan Politik
Bruce Lawrence, dalam karyanya “Defenders of God”, mengatakan bahwa
“fundamentalism is the affirmation of religious authority as holistic and absolute
creed” (Fundamentalisme adalah penegasan otoritas keagamaan sebagai suatu
keyakinan holistik dan mutlak) ia juga menambahkan “fundamentalism is based on
holistic and totalitarian epistemology (fundamentalisme didasarkan pada epistemologi
holistik dan totaliter). Vingent J. Cornell mengatakan “fundamentalism depends for its
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fundamentalisme tergantung pada otoritas hermeneutis yang bersifat literal dalam
memahami kitab suci). Tampaknya kesimpulan Lawrenece dan Cornell ini berangkat
dari seorang tokoh fundamentalis, Sayyid Qutb yang secara tegas mengatakan “Islam is
Unique and incomparable, and the system it represents has never been found in any of
the other systems known to the world either before or after the coming of Islam” (Islam
adalah agama yang unik dan tak tertandingi, dan sistem yang diwakilinya tidak pernah
ditemukan pada sistem manapun di dunia baik sebelum atau setelah kedatangan Islam).
Sebagai sebuah ideologi totaliter dan absolute, fundamentalisme, sebagaimana
dikatakan Karen Armstrong sebagai salah satu fenomena paling mengejutkan di akhir
abad 20, adalah ekspresi fundamentalisme yang terkadang cukup mengerikan. Para
fundamentalis menembaki jamaah yang sedang salat di Masjid, membunuh dokter dan
perawat dalam klinik aborsi, membunuh presiden, dan bahkan mampu menggulingkan
pemerintahan yang kuat.
Dalam konteks kekinian, bentuk-bentuk konflik, kekerasan dan perang agama
itu biasanya dihubungkan dengan bangkitnya fundamentalisme agama.
Fundamentalisme agama mengekspresikan cita-cita sosial-politiknya dalam bentuk
ekstrimisme dan kekerasan sebagai reaksi terhadap kondisi kehidupan manusia yang
dianggapnya tidak ideal. Peristiwa paling mutakhir yang menghebohkan dunia, yaitu
hancurnya gedung World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat,
September 2001 lalu, juga dihubungkan dengan gerakan fundamentalisme.
Fundamentalisme dan kekerasan agama merupakan isu paling hangat
belakangan ini dalam wacana percaturan global yang mendorong kita untuk melakukan
kajian terhadap dua persoalan ini yakni “fundamentalisme identik dengan kekerasan”.
Bahkan sampai saat ini, Eropa memahami fundamentalis identik dengan terror yang
dilakukan oleh kelompok militan Islam dengan agenda utama jihad. Inilah stereotip
yang dilestarikan Barat selama berabad-abad. Islam fundamentalis adalah penyebab
terjadinya berbagai tindakan kekerasan, bom bunuh diri, pembunuhan, pembantaian,
peperangan dan penghancuran. Doktrin perang suci atau jihad yang menjadi keyakinan
yang diusung fundamentalisme memperkuat stereotip itu.
Dalam tradisi Barat, kemunculan gerakan ini ditandai dengan dikeluarkannya
“lima nuktah fundamentalisme” (the five points of fundamentalism) pada tahun 1895,
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dari Maria yang suci/perawan, (3) Penebusan dosa ummat manusia oleh Yesus, (4)
Kebangkitan kembali Yesus Kristus dan turun ke Bumi, (5) Tentang ketuhanan Yesus
Kristus. Gerakan fundamentalisme di Barat tersebut muncul ketika dominasi gereja
terhadap seluruh segi kehidupan manusia, terutama politik, hingga berabad-abad
lamanya menjadi pudar setelah gerakan-gerakan besar di Barat, mulai dari renaissance
di Prancis, enlightenment di Inggris, dan Aufklärung di Jerman (Aufklärung ist der
Ausgung des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Ummündigkeit” (pencerahan
adalah upaya untuk membebaskan manusia dari keterkungkungan dogmatis).
Dalam tradisi Islam, Chouieri menyatakan bahwa munculnya revivalisme Islam
dilatarbelakangi oleh kemerosotan moral, sosial dan politik umat Islam. Menurutnya,
revivalisme Islam hendak menjawab kemerosotan Islam dengan kembali kepada ajaran
Islam yang murni. Contoh dari gerakan Islam revivalis adalah Wahhabiyyah yang
memperoleh inspirasi dari Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) di Arabia,
Shah Wali Allah (1703-1762) di India, Uthman Dan Fodio (1754-1817) di Nigeria,
Gerakan Padri (1803-1837) di Sumatra, dan Sanusiyyah di Libya yang dinisbatkan
kepada Muhammad Ali al-Sanusi (1787-1859). Chouieri melihat adanya kemiripan
agenda yang menjadi karakteristik gerakan-gerakan revivalis Islam tersebut, yaitu: (a)
kembali kepada Islam yang asli, memurnikan Islam dari tradisi lokal dan pengaruh
budaya asing; (b) mendorong penalaran bebas, ijtihad, dan menolak taqlid; (c) perlunya
hijrah dari wilayah yang didominasi oleh orang kafir (da>r al-kufr); (d) keyakinan
kepada adanya pemimpin yang adil dan seorang pembaru.
Dalam konteks ke-Indonesiaan, fenomena semacam ini dapat dibaca dengan
bermunculannya partai politik yang menjadikan Islam sebagai basis ideologinya. Satu
diantaranya adalah PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Beberapa partai yang berhaluan
nasionais mengatakan bahwa dalam ruang politik, sikap keberagamaan PKS yang
sebenarnya eksklusif dan fundamentalis menjadi tidak kentara. Bahkan ada yang
mengatakan bahwa mereka selalu menutupi sejumlah agenda (hidden agenda) politik
yang sangat mungkin bertentangan dengan tujuan umum. Mereka sangat
memperhitungkan sekali jika simbol dan identitas keagamaan dipakai dalam momen-
momen politik. Pada saat seperti itulah eksistensi mereka kian terus dicurigai sebagai
partai Islam yang fundamentalis.
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Asal-usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di
universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dipelopori oleh
Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada
1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967.
Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di
Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah
yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan
pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung. Pada 1985, rezim
Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai
asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto
telah memperlakukan politik Islam sebagai kutjing kurap. Pada saat yang sama,
Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa lantai Masjid kampus,
sebutan untuk para aktivis Muslim di masjid-masjid kampus.
PKS menggunakan modus operandi Jamaah Tarbiyah untuk memperbesar
peluang mendapatkan kader baru. PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader.
Yang pertama adalah pola rekruitmen individual (al-da’wah al-fard}iyyah), atau bentuk
pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon
kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani
yang diorganisir PKS seperti usrah (keluarga), h}alaqah (kelompok studi), liqa
(pertemuan mingguan), rih}lah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), dawrah
(pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip
dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir. Yang kedua adalah pola rekrutmen
institusional (al-da’wah al-‘a>mmah). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi
sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat memanfaatkan
institusi-institusi ini untuk meraup kader potensial
Bermula dari Jamaah Tarbiyyah itulah Partai Keadilan kemudian dideklarasikan
di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat
Nurmahmudi Isma’il sebagai presiden pertamanya. Di pemilihan umum legislatif
Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara
nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.  Meskipun demikian,
PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa
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lainnya pada Mei 1999.  Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri
Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada
Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai
kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak
21 Mei 2000.
Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum
selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli
2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen
Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan
Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK bergabung
dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS,
termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka Partai
Keadilan resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Dengan bergantinya
PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia
2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara
nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat
keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai,
Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan
326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan
jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan
pendiri PKS.
PK Sejahtera, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan
dasar aqidah, asas, dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya
masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan
entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mecapai cita-cita nasional.
Islam secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus positioning PK
Sejahtera sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Di
sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PK
Sejahtera berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa secara internal-subyektif
aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat,
didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan
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yang bernilai “amal shalih”.
Cita-cita tertinggi yang hendak PK Sejahtera capai adalah mewujudkan
masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat, yang menjadi harapan
masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, maka arah pembangunan Indonesia
yang diimpikan adalah terbentuknya masyarakat yang menjadikan nilai-nilai tawh}i>d
sebagai landasan tata kehidupan mereka. Di dalamnya terisi dengan individu-individu
yang bebas dari sikap mendhalimi diri sendiri. Berkumpul dalam keluarga yang egaliter
yang menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai kebaikan dan keimanan. Di
antara kaum laki-laki dan perempuan terikat dalam relasi yang proporsional saling
melengkapi dalam rangka merealisasikan “amanah” penciptaan manusia. Hak-hak
masyarakat terdistribusi secara proporsional hingga terbangun kesederajatan sosial dan
kehidupan yang tenteram dan dinamis menuju terbentuknya masyarakat madani.
Substansi moralitas perjuangan PK Sejahtera sendiri adalah bersih, peduli dan
profesional. Kebangkitan Islam yang genuin, mendasar, dan menyeluruh adalah proses
objektifikasi yang terus berkesinambungan hingga menghasilkan penjabaran yang lebih
konkret dalam rumusanrumusan ideologi yang bersumber dari akar ajaran Islam.
Sejarah panjang umat Islam dalam berinteraksi dengan realitas, secara obyektif
diwujudkan dalam bentuk grand design, platform, dan rencana aksi yang menyeluruh
di berbagai bidang kehidupan. Ideologi-ideologi besar telah lahir dan mati, berbagai
rezim politik pun jatuh-bangun, dan sistem sosial ekonomi bagai terbit dan tenggelam,
namun sebagai bangsa besar, Indonesia wajib menetapkan jalan yang hendak ditempuh.
Islam adalah berkah dan rahmat Ilahi di tengah fenomena kebangkrutan ideologi di
Barat dan Timur. Inilah jalan keadilan menuju kesejahteraan umat Islam dan bangsa
Indonesia, sekaligus jalan kebebasan bagi seluruh umat manusia di dunia.
.
D. Fundamentalisme Islam dan Ideologi Politik dalam Diskursus Perilaku Politik
Partai Keadilan Sejahtera
Secara tegas PKS menyatakan bahwa sebagai entitas politik nasional, secara
subyektif berjuang dengan dasar aqidah, asas, dan moralitas Islam untuk mencapai
tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. PK
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bermartabat, yang menjadi harapan masyarakat, bangsa dan negara.
Dengan format perjuangan seperti di atas, maka arah perjuangan umat, menurut
PKS, akan mengambil bentuk: Islamisasi secara struktural dan kultural. Islamisasi
secara kultural dilakukan melalui berbagai media dakwah dan pranata budaya untuk
menguatkan basis kebudayaan dan intelektualitas umat untuk mendorong mobilitas
vertikal umat dalam berbagai lapangan baik birokrasi, ekonomi, budaya, intelektual,
sosial maupun politik. Dan gerakan struktural adalah penyebaran kader ke dalam
lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan sektor-sektor lain dalam kerangka melayani,
membangun dan memimpin bangsa, melalui mekanisme konstitusional sebagai partai
politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Gerakan struktural ini
sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan
bangsa.Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah suatu tatanan masyarakat yang
dinamis dalam Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah
Basyariyyah, kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks Keindonesiaan
kontemporer.
Secara tegas PKS mengatakan bahwa ideologi yang mendasari gerakan politik
adalah Islam. Islam sebagai ideologi juga bisa dipahami melalui alur berfikir baik
dalam dakwah maupun dalam berpolitik mereka termasuk para tokoh pendiri yang
sering merujuk pada pandangan dan pemikiran kaum fundamentalis ala IM. Konsep
ideologi yang aplikatif menjadi peta jalan (road map) menuju solusi bagi krisis multi
dimensi yang sedang terjadi di Indonesia karena konsep ini akan diterjemahkan lebih
lanjut ke dalam Konsep Konsolidasi politik (Platform Kebijakan Pembangunan PK
Sejahtera) di berbagai bidang strategis, seperti ekonomi, hukum, pendidikan,
pertahanan, pertanian, energi, pertambangan dan lain-lain.
Format ideologi khas PK Sejahtera yang menjadi rujukan dalam membangun
kepemimpinan opini publik (opinion leader). Ideologi adalah sistem kepercayaan atau
tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam
totalitas kehidupan, terutama dalam jagad sosial-politik. Ideologi menjadi visi yang
komprehensif dalam memandang sesuatu, yang diformulasi secara sistemik dan ilmiah
dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dan segala
metode pencapaiannya. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai
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Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan, dan mampu diyakini menyelesaikan
problematika kehidupan.
Ini diakui oleh salah seorang kader PKS bahwa meskipun pola pikir dan
worldview Ikhwanul Muslimin menjadi referensi utama dalam kaderisasi maupun dalam
praktek di panggung politik akan tetapi PKS dengan idelogi Islam yang dijadikan
pijakan seluruh aktifitas politiknya tetap mengikuti perkembangan teknologi dan tidak
meninggalkannya. Sebagai organisasi Islam moderat, PKS telah membuktikan bisa
diterima di seluruh lapisan masyarakat. Setidaknya hasil pemilu 2009 membuktikan
bahwa PKS ada di hati rakyat. Ideologi Islam bukan berarti eksklusif. Justru dengan
mengambil posisi ini semangat yang ingin diwujudkan adalah bahwa Islam adalah
agama yang shumu>l dan universal. Sebagaimana IM, PKS juga memahami bahwa
ideologi Islam mencerminkan luasnya cakupan Islam sebagai ideologi yang mereka
anut, yaitu da’wah sala>fiyyah (dakwah salaf), t}ari>qah sunniyyah (jalan sunnah),
h}aqi>qah s}u>fiyyah (hakikat sufi), hai’ah siya>siyyah (lembaga politik), jama>’ah
riya>d}iyyah (kelompok olahraga), rabit}ah ‘ilmiyyah thaqa>fiyyah (ikatan ilmiah
berwawasan), shirkah iqtis}a>diyyah (perserikatan ekonomi), dan fikrah ijtima>’iyyah
(pemikiran sosial).
Dalam konsep ini, PKS melihat bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup
tanpa ideologi. Manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material,
namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual, sehingga
teralienasi dan kehilangan identitasnya yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi
dan kegersangan hidup. Ideologi menyediakan kejelasan arah bagi manusia, dorongan,
pembenaran dan dasar bagi aktivis untuk bergerak menggulirkan agenda dan aksi-
aksinya. Karenanya, ideologi menyediakan elan vital, etos, dan bahkan militansi
perjuangan. Semangat rela berkorban adalah refleksi keyakinan ideologis.
Dimensi “ide” dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman,
arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara dimensi “keyakinan” dan
“utopi” memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairah
dan darah perjuangan, sekaligus memompakan api semangat rela berkorban. Itulah
yang terjadi di awal-awal kemerdekaan atau masa jauh sebelum kemerdekaan di era
para pendiri bangsa ini berjuang bahu-membahu merebut kemerdekaan. Tanpa ideologi
manusia hanya berlari mengejar peradaban materi, namun hampa dalam aspek emosi
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dan spirit. Mereka akan teralienasi, kehilangan identitas yang sejati, mengalami
disorientasi dan kegersangan hidup. Maka secara kolektif jadilah kita bangsa yang
adem-ayem, miskin romantika. Negara besar namun dipenuhi dengan manusia kerdil
yang tidak punya utopi. Bangsa ini perlu kembali menata cara pandang, membiakkan
mimpi, memokuskan masa depan, membangun gairah dan militansi, serta menancapkan
cita cita besar yang hidup dan terasakan di dalam hati. Sehingga energi bangsa ini tidak
terbuang dalam gerak chaotic melingkar, namun mengalir sinergis dan fokus. Artinya
kita butuh kehangatan ideologi.
Dari uraian di atas tampak bahwa fundamentalis ala PKS bukanlah sebuah
konsep ideologi yang disemai dari fundamentalis dalam tradisi Barat akan tetapi lebih
berakar dan bermuara pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai politik keagamaan Ikhwanul
Muslimin di Mesir terutama tokoh sentral organisasi politik ini yakni Hasan al-Banna.
Doktrin dan pemikiran Hasan al-Banna menjadi buku wajib bagi setiap kader PKS.
Selain itu, fundamentalisme ala PKS lebih sebagai reaksi atas fenomena sosial politik
yang dianggapnya kurang mencerminkan rasa keadilan, persamaan, kebebasan, dan
ketidaknyamanan, termasuk fundamentalisme ala PKS pun tidak bisa disamakan
dengan fundamentalis radikalis ala Wahabiyyah di Arab.
PK Sejahtera memandang bahwa sejarah dan fakta serta kondisi kehidupan
umat dalam berbangsa dan bernegara, terlihat bahwa penyelesaian atas krisis ideologis
yang telah banyak memakan korban ini, nyatanya tidak bersifat permanen. Api
nasionalisme yang meredup oleh pragmatisme, memunculkan separatisme dan
radikalisme  sebagai akibat ketimpangan pembangunan dan ideologis. Yang paling
menyedihkan adalah menganggurnya energi umat dalam pembangunan bangsa dan
negara. Umat Islam termarjinalisasi oleh trauma politis-idologis masa lalu. Islam yang
secara kuantitatifnominal mayoritas belum representatif dalam aspek sosial-budaya dan
sosial-politik. Fakta sejarah yang terpampang adalah mandulnya kebijakan pro-Islam di
tingkat elit. Kebijakan pemerintah, baik era Soekarno maupun Soeharto, cenderung
menyingkirkan peran Islam dari wilayah negara. Sebagai agama mayoritas mestinya
Islan juga merupakan mayoritas di level daerah, dengan begitu dalam level Nasional,
seperti tertera dalam UUD 1945, maka semestinya semenjak berdirinya Republik ini,
Islam menjadi paradigma pembentukan kebudayaan nasional. Kenyataannya,
pemerintah mengabaikan fakta antropologis dan kultural yang sangat penting ini.
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Dalam Orde Baru, Islam tidak boleh memberikan warna untuk dirinya sendiri
dengan leluasa, apalagi kepada yang lain. Yang dipromosikan adalah nasionalisme non-
Islam, nasionalisme Gajahmada-Majapahit yang mencontohkan persatuan dengan
penaklukan kekerasan, bukan sejarah penyebaran Islam Nusantara yang dialogis, damai
dan lebih moderen. Padahal, bangsa Indonesia menegakkan NKRI dilakukan dengan
dialog dan jauh dari kekerasan-penaklukan sebagaimana model persatuan Majapahit
tersebut. Proses sejarah yang melahirkan pengaruh Islam di kepulauan Nusantara
seringkali direduksi menjadi sekedar sejarah Islam di Indonesia dan bukannya sejarah
Indonesia itu sendiri. Begitu lama dan luasnya pengaruh Islam di Nusantara, namun
dalam kenyataannya tidak dipandang penting dalam konstruksi negara moderen
Indonesia. Dalam buku sejarah resmi maupun tidak, Islam diposisikan secara marjinal
tidak signifikan dalam bangun pembentukan negara-bangsa. Peran Islam dalam
mempersatukan ikatan emosional, dan heroisme perjuangan mengusir kolonial, serta
pembentukan wilayah kepulauan Nusantara menjadi Indonesia pun hendak diabaikan.
Indonesia berhutang budi pada nasionalisme, nasionalisme sendiri dalam konteks
Indonesia sebenarnya identik dengan Islam. Nasionalisme sekuler datang terlambat,
karena 150 tahun sebelum kedatangannya dasar-dasar supra-struktur nasional telah
diletakkan oleh kekuatan Islam dan pemimpin-pemimpin Muslim, yang melahirkan
proto-nasionalisme yang unik.
Solusi yang mungkin diambil berkaitan dengan problem ideologi menurut PK
Sejahtera adalah munculnya kesadaran dasar dari seluruh komponen bangsa termasuk
umat Islam sendiri, bahwa masa depan demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh
faktor Islam. Hal itu hanya akan berhasil bila nilai demokrasi eksplisit diartikulasi
secara kompatibel dalam doktrin Islam secara ideologis (Islam in Modern Indonesia,
2002). Maju-mundurnya pembangunan nasional Indonesia sangat ditentukan oleh
sejauh mana peran umat Islam, karena Indonesia adalah bangsa Muslim, dimana
sumberdaya budaya, sosial, politik dan ekonomi negara secara potensial berada dan
melekat dalam tubuh umat Islam Indonesia. Energi bangsa Indonesia ada di dalam
tubuh umat Islam. Sebagai penduduk mayoritas, umat Islam bertanggung-jawab penuh
terhadap kelangsungan NKRI yang dulu diperjuangkan dengan tetesan darah dan air
mata. Kolaborasi budaya lokal dengan ajaran Islam yang berlangsung berabad-abad
telah meletakan dasar yang kukuh bagi sebuah bangunan keindonesiaan moderen.
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Keislaman adalah faktor yang paling dominan dalam menopang identitas
keindonesiaan. Itulah faktor keislaman Indonesia. Karenanya, memarjinalkan umat
Islam Indonesia, sama seperti membonsai kebesaran bangsa Indonesia itu sendiri.
Solusi permanen dari problem ideologis ini perlu diupayakan melalui suatu
penyelesaian yang dewasa dan rasional. Artinya  Bila yang diinginkan adalah umat
Islam yang kuat dalam negara Indonesia yang kuat, dimana umat Islam menjadi pelaku,
yang menentukan arah dan isi jalannya negara, yang menjadi tulang punggung negara
dalam konteks Indonesia yang plural secara etnik dan agama, maka format perjuangan
umat mestilah bersifat: Islami (damai dan non-kekerasan); rasional dan obyektif;
kultural dan struktural, serta konstitusional. Dengan format perjuangan seperti di atas,
maka arah perjuangan umat akan mengambil bentuk: Islamisasi secara struktural dan
kultural. Islamisasi secara kultural dilakukan melalui berbagai media dakwah dan
pranata budaya untuk menguatkan basis kebudayaan dan intelektualitas umat untuk
mendorong mobilitas vertikal umat dalam berbagai lapangan baik birokrasi, ekonomi,
budaya, intelektual, sosial maupun politik.
Dengan ajaran moralitas Islam universal, maka akan tersedia basis moral yang
tangguh yang selanjutnya akan menciptakan sistem ideologis dan politik yang sehat
bagi sebuah bangsa. Sedangkan  Islamisasi secara kultural dilakukan melalui jalur
politik. Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari
pengamalan Syuro, serta amar a’ruf nahi munkar, memperjuangkan keadilan dan
mendakwahkan amal sholeh. Politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum
Muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta
solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai Islami itu
sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga lingkungan masyarakat, organisasi
bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari
keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang mustahil dan
absurd bahkan ahistoric, bahkan tidak sesuai dengan prinsip dasar berdemokrasi
konstitusional itu sendiri. Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya
umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan syari’ah Islam yang
rah}mah li al’a>lami>n, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor utama
yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan Masyarakat Madani
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seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan konstruktif
menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena faktor suku, agama, asal-usul
maupun profesi untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati,
saling menguatkan, gotong-royong dan bersatu padu bela kedaulatan negara,
menegakkan hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis
dalam ukhuwwah Isla>miyyah, ukhuwwah wat}a>niyyah dan ukhuwwah bashariyyah,
kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks Keindonesiaan kontemporer.
Hal penting dalam diskursus dan dialektika Islam dan negara adalah persoalan
Nasionalisme dan Keterbukaan partai-partai Islam. Bagi PK Sejahtera substansi
keterbukaan dan nasionalisme sudah selesai. Yang diperlukan adalah pemaknaan dan
reformatisasi keterbukaan dan nasionalisme baru yang sesuai dengan semangat zaman
(kekinian) dan kondisi riil Indonesia yang majemuk (kedisinian). Ini agar nasionalisme
dan keterbukaan tetap relevan dalam konteks tantangan zaman baru yang terus berubah,
baik di tingkat global, kawasan, maupun dalam negeri. Tampaknya berangkat dari
realitas ini PK Sejahtera terus mengembangkan diskursus tentang nasionalisme dan
keterbukaan dan menanamkan wawasan kepada kader-kadernya serta melatih mereka
untuk memiliki kemampuan bergaul secara spontan dengan seluruh elemen bangsa. PK
Sejahtera meyakini reformasi dan transformasi bangsa ini hanya dapat dilakukan oleh
suatu critical mass (di dalam maupun di luar PK Sejahtera) yang memiliki kesalehan
moral, kesalehan sosial, dan kesalehan profesional, serta memiliki daya rekat bangsa.
Mereka ini akan tampil menjadi sosok nasionalis substantif, bukan nasionalis
pragmatis.
Pasca Musyawarah Nasional (Munas) PKS 16-20 Juni 2010, isu PKS sebagai
”Partai Terbuka” (kembali) mengemuka dan menghangat. Publik menangkap
menguatnya dinamika internal PKS terkait hal tersebut. Di satu sisi, Sekjen
PKSmengemukakan gagasan tersebut dengan penuh semangat dalam berbagai
kesempatan. Sementara di sisi lain, tidak sedikit tokoh PKS yang menunjukkan
penolakan terhadap wacana tersebut. Seorang kader senior menyayangkan manuver-
manuver tersebut, karena kader PKS seyogianya tidak melontarkan wacana atau
argumentasi yang tidak sejalan dengan keputusan-keputusan partai yang
”terdokumentasikan” dalam memori kolektif publik. Terkait dengan ini, perubahan
apapun mestinya diputuskan dalam forum yang berwenang dan kemudian
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disosialisasikan kepada publik secara layak.  Jika tidak demikian, publik akan dibuat
bingung dengan kesimpang-siuran informasi yang terjadi.
Gagasan tentang ”Partai Terbuka” dilontarkan dengan alasan yang cenderung
pragmatis, yaitu keyakinan bahwa dengan bergerak ke tengah maka PKS akan mampu
menyasar segmen pemilih yang lebih luas. Terkait dengan itu, ”Partai Terbuka”
diharapkan dapat mengatasi persoalan teknis yang menghambat bergabungnya anggota
masyarakat non-Islam ke dalam partai ini. Sementara itu, seorang deklarator PK
menggugat gagasan ”Partai Terbuka” dengan lugas dan latang: “Pertama, kata saya
nggak ada itu Partai Terbuka. Apa itu Partai Terbuka?! Rumusannya apa?! Saya yakin
kata saya, yang ngomong itu juga nggak paham apa yang dimaksudkan. Dan sampai
sekarang kan nggak ada penjelasan, yang dimaksud Partai Terbuka itu apa. Dan kalau
pengertian terbuka secara Undang-Undang, semua partai harus terbuka. Nggak boleh
ini khusus partai ini didirikan untuk orang Islam. Melanggar Undang-Undang. Jadi apa
hebatnya ...” Dalam menanggapi berbagai pernyataan dari beberapa tokoh PKS tentang
PKS sebagai ”Partai Terbuka”, ia dengan tegas mengatakan: “Satu, kebohongan publik.
Yang kedua, itu bagian dari cara mereka berkomunikasi politik. Kalau saya sebagai
seorang yang backgroundnya da’i ya kita harus clear kapada masyarakat. Jangan
mengelabui, dosa. Nggak bisa. Walaupun saya politisi atau apa”.
Selanjutnya, kader tersebut mengelaborasi argumentasinya atas penolakan itu
dengan konsep ”kontinum ideologi”. Gagasan ”Partai Terbuka” atau ”Partai Tengah”
yang diwacanakan PKS mengandung paradoks, karena gagasan itu justru
mempersempit kontinum ideologi, sehingga mengancam eksistensi pluralitas yang
ingin diusung oleh partai ini. Persoalan ini adalah sesuatu yang sangat serius, sampai-
sampai ia menyebutkan sebagai ”kejahatan ideologi”, karena berpeluang membiakkan
pragmatisme dan deideologisasi. Dengan kata lain, hal tersebut akan membuat partai-
partai politik sejatinya hanya ”kerumunan orang”, karena tidak lagi mengedepankan
ideologi sebagai landasan perjuangan mereka. Namun sejauh ini tidak ada tanggapan
serius dari struktur partai terhadap pendapat tersebut.
Bantahan tentang keabsahan gagasan “Partai Terbuka” juga dikemukakan oleh
seorang mantan eksekutif puncak PKS yang mengatakan, “Tidak ada keputusan Majelis
Syura ... Istilah terbuka sendiri tidak ada. Tidak pernah ada kesepakatan di Majelis
Syura, PKS itu Partai Terbuka. Tidak!” AM, sebagai pengusung utama, ketika diminta
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klarifikasinya tentang Partai Terbuka menjawab bahwa komunikasi politik PKS selama
ini memang terbuka. Ia menyesalkan bahwa AM dan kelompoknya yang pro “Partai
Terbuka” bersikukuh bahwa tidak ada yang salah dengan gagasan itu dan berpegang
pada makna denotatifnya. Padahal, terminologi “Partai Terbuka” di publik punya
makna konotatif yang serius. Publik misalnya, bisa mempersepsikan jika PKS menjadi
“Partai Terbuka” ia tak ada bedanya dengan beberapa partai Islam lainnya yang
menerima anggota dari  non-Islam.
Dari sisi pandang lain, gagasan “Partai Terbuka” tidak menghapuskan jatidiri
PKS sebagai Partai Dakwah. Dengan gagasan “Partai Terbuka” akan dibuat semacam
“kotak baru” bagi mereka yang beragama selain Islam yang ingin bergabung dengan
PKS. Sederhananya mereka akan menjadi anggota, tapi bukan kader, karena untuk
menjadi kader PKS tetap terdapat muwashafat yang tidak bisa dikesampingkan.  Ketua
Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) menegaskan, makna PKS sebagai Partai Terbuka
itu harus dilihat dalam konteks AD/ART partai yang selama ini berlaku. Gagasan
“Partai Terbuka” yang dilontarkan oleh beberapa elit PKS di sekitar Munas 2010 yang
lalu menjadi cukup menghebohkan karena publik, terutama media, cenderung melihat
hal tersebut sebagai antitesis dari ketertutupan yang sebelumnya dianggap merupakan
ciri PKS. Padahal PKS tetap merupakan Partai Kader dengan segala ketentuan
sebagaimana yang diatur oleh AD/ART. PKS memiliki ketentuan yang rinci tentang
syarat-syarat pejabat struktural partai yang semuanya mengacu pada esensi PKS
sebagai Partai Kader.
Sementara itu, pandangan lain melihat kegaduhan yang terkait dengan isu PKS
sebagai “Partai Terbuka” hanyalah dampak dari ketidakpahaman para pengamat dan
media yang kemudian menimbulkan kegamangan di internal PKS. Hal itu ditengarai
didorong oleh beberapa politisi partai lain yang khawatir suara mereka akan beralih ke
PKS. Terkait dengan hal tersebut, seorang tokoh muda PKS mencontohkan perdebatan
yang terjadi pasca Pemilu 2004 antara Amien Rais yang ketika itu Ketua Umum PAN
dengan Hidayat Nur Wahid yang saat itu Presiden PKS. Hasil Pemilu 2004
menunjukkan jumlah suara PKS menungguli PAN, walaupun jumlah kursi PAN di
DPR lebih banyak. Dalam forum itu Amien Rais marah dan menuding PKS tidak mau
berkoordinasi karena masih mengambil juga “suara tengah” yang seharusnya untuk
PAN.
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Ketua DSP PKS juga berpendapat bahwa ramainya wacana PKS sebagai “Partai
Terbuka” terjadi karena adanya asymetric information. Ia memahami terbuka yang
dimaksud dalam konteks ini tetap dalam kerangka PKS sebagai Partai Dakwah, karena
dakwah itu sendiri bersifat terbuka. Ia tegas menolak jika keterbukaan PKS disamakan
dengan partai-partai lain yang mengklaim sebagai Partai Terbuka.  Dalam konteks ini ia
menegaskan bahwa hal-hal yang bersifat teknis berkembang secara dinamis, namun
hal-hal yang mendasar, bahwa PKS adalah Partai Islam, PKS adalah Partai Dakwah,
PKS bukan sekedar partai politik tapi juga jemaah, serta PKS dilandasi oleh syura dan
ketaatan, tidak akan pernah berubah. Adapula kader yang mencoba menganalisis
wacana “Partai Terbuka” secara lebih substantif, tanpa terlalu terpaku pada pedebatan
verbal yang terkait dengan itu.
Menurut Abdullah Saeed, ada enam kelompok pemikir Muslim era sekarang,
yang corak pemikiran keagamaan berikut epistemologinya berbeda-beda (l) The
Legalist-traditionalist (Hukum Fiqih Tradisional); (2) The Political Islamist (Politik
Islam). Kecenderungan pemikirannya adalah pada aspek politik Islam dengan tujuan
akhir mendirikan negara Islam; (3) The Secular Muslims (Muslim Sekuler); (4) The
Theological Puritans (Teologi Islam Puritan). Fokus pemikirannya ada pada dimensi
etika dan doktrin Islam; (5) The Islamist Extremists (Islam Garis Keras). Memiliki
kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok
yang dianggapnya sebagai lawan, baik Muslim ataupun non-Muslim; dan (6) The
Progressive Ijtihadists (Muslim Progressif-ijtihadis).
Dari keenam corak pemikir Muslim di atas, PK Sejahtera tampaknya lebih
kepada yang kedua yakni The Political Islamist (Politik Islam). Kecenderungan
pemikirannya adalah pada aspek politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara
Islam. Kelompok ini secara tegas menolak ideologi-ideologi modern seperti
nasionalisme, sekularisme dan komunisme, westernisasi. Dalam mencapai tujuan,
yakni negara Islam, mereka menolak pendekatan revolusioner, akan tetapi lebih
memilih pendekatan gradual (tahap demi tahap) melalui pendidikan yang harus dimulai
dari tingkat masyarakat yang paling rendah. Dengan menjadikan Islam masuk dalam
ranah politik dan institusi, maka Islam akan mampu menampilkan peran signifikan
dalam sebuah negara, dengan demikian hukum Islam akan mudah dijadikan sebagai
landasaan konstitusi negara.
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Kelompok ini menuduh kolonialisme Barat atas negara-negara Islam telah
menjadikan peran Islam tereduksi, dikesampingkan dan mengalami marjinalisasi.
Dalam kontes Islam dan dawlah, PKS tampaknya sangat tepat diposisikan dalam
paradigma integralistik. Paradigma ini, menurut Sayyid Qutb, meyakini bahwa Islam
adalah agama yang shumu>l (lengkap). PKS melihat bahwa sebagai sebuah agama
yang totalistik dan universal tentu Islam tidak hanya memberikan panduan bagaimana
manusia membangun spiritual/devine relation tetapi juga menawarkan sebuah tatanan
kehidupan sosial politik (social and political guidance) yang mampu mengayomi
seluruh lapisan masyarakat. Setidaknya, potret Nabi Muhammad dalam kapasitasnya
sebagai seorang negarawan cukup menjadi referensi bagi mereka tanpa harus
mengadopsi sistem pemerintahan Barat yang menurut PKS penyebab utama umat Islam
menjadi kelompok marjinal dalam segala lini Kehidpan. PKS lebih suka penanaman
nilai-nilai Islami ketimbang nilai-nilai modernitas ala Barat. Dalam paradigma
integralistik relasi antara Islam dan negara adalah fitur yang meniscayakan penyatuan
antara keduanya. Fenomena inilah yang selalu diperjuangkan oleh Hasan al-Banna dan
termasuk PKS dalam konteks ke-Indonesia-an. Terlepas dari berbagai tuduhan publik
terhadap eksistensi ideologi partai yang tidak konsekuwen dan sebagainya, cita-cita
PKS dalam kontek Islam dan negara menjadi alasan kuat untuk menempatkan PKS
pada posisi paradigma integralistik.
E. Kesimpulan
Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa: pertama, secara tegas PKS
mengatakan bahwa ideologi yang mendasari gerakan politik adalah Islam. Islam
sebagai ideologi juga bisa dipahami melalui alur berfikir baik dalam dakwah maupun
dalam berpolitik mereka termasuk para tokoh pendiri yang sering merujuk pada
pandangan dan pemikiran kaum fundamentalis ala Ikhwanul Muslimin. Konsep
ideologi yang aplikatif menjadi peta jalan (road map) menuju solusi bagi krisis multi
dimensi yang sedang terjadi di Indonesia karena konsep ini akan diterjemahkan lebih
lanjut ke dalam Konsep Konsolidasi politik (Platform Kebijakan Pembangunan PK
Sejahtera) di berbagai bidang strategis, seperti ekonomi, hukum, pendidikan,
pertahanan, pertanian, energi, pertambangan dan lain-lain. Dari sini tampak bahwa
fundamentalis ala PKS bukanlah sebuah konsep ideologi yang disemai dari
fundamentalis dalam tradisi Barat akan tetapi lebih berakar dan bermuara pada prinsip-
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prinsip dan nilai-nilai politik keagamaan Ikhwanul Muslimin di Mesir terutama tokoh
sentral organisasi politik ini yakni Hasan al-Banna. Hal ini bisa dilihat dari doktrin dan
pemikiran Hasan al-Banna menjadi buku wajib bagi setiap kader PKS. Selain itu,
fundamentalisme ala PKS lebih sebagai reaksi atas fenomena sosial politik yang
dianggapnya kurang mencerminkan rasa keadilan, persamaan, kebebasan, dan
ketidaknyamanan, termasuk fundamentalisme ala PKS pun tidak bisa disamakan
dengan fundamentalis radikalis ala Wahabiyyah di Arab.
Kedua, pikiran inti dari Muslim fundamentalis adalah h}aki>miyya>t, yaitu,
pengakuan atas otoritas Tuhan dan syariah-Nya di atas bumi, dan keharusan bagi
manusia untuk tunduk pada otoritas itu. Melalui konsepsi tarbiyyah para tokoh PKS
merasa ikut bertanggungjawab secara moral untuk selalu menyuarakan suaran
kebenaran Islam kepada masyarakat luas. Tarbiyyah dalam tradisi PKS memiliki
makna historis yang cukup penting mengingat dari sinilah embrio PKS mulai bersemai.
Menurut Ustadz Hilmi, salah satu penggagas konsepsi tarbiyyah mengataan bahwa
dakwah yang dilakukan oleh Jemaah Tarbiyah bukan sekedar bermula dari munculnya
situmulus-stimulus yang bersifat internal maupun eksternal, akan tetapi Jemaah
tarbiyyah harus menjadi elemen penting dalam mengawal berbagai perubahan sosial.
Oleh karena itu, menurutnya jemaah tarbiyyah harus berlangsung by design dengan
tahapan-tahapan tertentu. Hasan al-Banna, seorang tokoh utama Ikhwanul Muslimin
(IM), adalah referensi sentral yang banyak mengilhami para tokoh PKS untuk
mengoperasionalkan gagasan-gagasannya. Ada dua prinsip da’wah menurut para tokoh
PKS; Pertama, bottom-up, di mulai dari unit terkecil, dan berlanjut ke unit yang lebih
besar, dari individu, keluarga, bangsa/masyarakat, pemerintahan, pembebasan negeri-
negeri muslim, dan seterusnya. Kedua, pendekatan yang bersifat kultural, berupa
perubahan paradigma dan pola pikir, termasuk di dalamnya keyakinan, perasaan, dan
moralitas, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk amal dan perilaku secara
berkesinambungan sampai pada upaya mengubah institusiistitusi yang ada melalui
partisipasi politik praktis.
Ketiga, Hal penting dalam diskursus dan dialektika Islam dan negara, antara
PKS dan partai lainnya adalah persoalan Nasionalisme dan Keterbukaan partai-partai
Islam. Bagi PK Sejahtera substansi keterbukaan dan nasionalisme sudah selesai. Yang
diperlukan adalah pemaknaan dan reformatisasi keterbukaan dan nasionalisme baru
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yang sesuai dengan semangat zaman (kekinian) dan kondisi riil Indonesia yang
majemuk (kedisinian). Ini agar nasionalisme dan keterbukaan tetap relevan dalam
konteks tantangan zaman baru yang terus berubah, baik di tingkat global, kawasan,
maupun dalam negeri. Tampaknya berangkat dari realitas ini PK Sejahtera terus
mengembangkan diskursus tentang nasionalisme dan keterbukaan dan menanamkan
wawasan kepada kader-kadernya serta melatih mereka untuk memiliki kemampuan
bergaul secara spontan dengan seluruh elemen bangsa. PK Sejahtera meyakini
reformasi dan transformasi bangsa hanya dapat dilakukan oleh suatu critical mass (di
dalam maupun di luar PK Sejahtera) yang memiliki kesalehan moral, kesalehan sosial,
dan kesalehan profesional, serta memiliki daya rekat bangsa. Mereka ini akan tampil
menjadi sosok nasionalis substantif, bukan nasionalis pragmatis. Menurut PKS, melalui
beberapa tokohnya, Pancasila memiliki nilai yang ada dalam semangat Islam. Semua
poin Pancasila terdapat dalam al-Qur’an yang berfungsi sebagai landasan filosofis
bernegara, maka PKS dapat menerimanya. Ini adalah upaya bertahap PKS dalam
berjuang menegakkan Islam.Upaya gradual inilah yang menurut sebagian pengamat
menyimpan misteri. Jika gradual atau bertahap, lantas apa tahap finalnya. Jika
Pancasila dianggap sebagai bagian dari tahapan-tahapan itu, lalu apa yang akan
menggantikan Pancasila ... sebagai final goal atau final ideology?
